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Teori Hukum Murni dari Kelsen muncul setelah munculnyateori hukum kodrat, pemikiran tentang moral
yang disebut "the Golden Rule", mazhab sejarah hukum, mazhab utilitarianisme hukum, mazhab sosiologi
hukum, Analytical Jurisprudence dari Austin dan mazhab realisme hukum Amerika Serikat dan
Skandinavia.

Teori Hukum Murni adalah suatu teori positivistik di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori
hukum kodrat, teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum dan Analytical Jurisprudence. Teori
Hukum Murni jugatidak sependapat dengan pemikiran realisme hukum Amerika Serikat. Sebagai kritik
terhadap teori hukum kodrat, Teori Hukum Murni melepaskan hukum dari relik-relik animisme yang
menganggap alam sebagai legislator dan melepaskan hukum dari karakter ideologis menyangkut konsep
keadilan dan atau value judgment.

Dalam kritiknya terhadap sosiologi hukum dan teori tradisional di bidang hukum, Teori Hukum Murni
melepaskan hukum dari bidang empiris, pertama-tama bidang poiltik, dan juga dari karakter ideologis
menyangkut value judgment dan konsep keadilan yang dianut bidang politik. Sebagai kritik terhadap
Analytical Jurisprudence, Teori Hukum Murni memandang hukum sebagai norma pada tataran the Ought /
das Sollen, yang terpisah dari bidang empiris, karena Austin mengajarkan bahwa hukum adalah perintah
yang berada pads tataran the Is/ das Seitz di bidang empiris. Dengan demikian, Teori Hukum Murni
membebaskan hukum dari anasir-anasir non-hukum, seperti misalnya psikologi, sosiologi, etika (filsafat
moral) dan politik. Pemurnian hukum dari anasir-anasir non-hukurn tersebut dilakukan dengan
menggunakan filsafat neo-kantian mazhab Marburg sebagai daftar pemikirannya. Neo-kantianisme mazhab
Marburg memisahkan secara tgjam antara the Ought / das Sollen dengan the Is| das Sin, dan, antara bentuk
(Form) dengan materi (matter). Sejalan dengan itu, Kelsen memisahkan secara tajam antara norma hukum
pada tataran the Ought | das Sollen dengan bidang empiris pada tataran the Is/ das Seitz, dan memisahkan
secara tajam antara hukum formal dengan hukum materiil. Teori Hukum Murni hanya mengakui hukum
formal sebagai obyek kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum materiil tidak dicakupkan dalam
bidang obyek kajian ilmu hukum, karena hukum materiil berisikan janji keadilan yang berada di bidang
ideologis, yang pada tataran praktis dilaksanakan di bidang politik. Teori Hukum Muni memusatkan
kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya, yang membentuk suatu sistem hierarki
norma hukum dengan puncak "Grundnorm". Qleh karena kajiannya hanya menyangkut hukum formal
berdasarkan keabsahan, maka Teori Hukum Mumi hanya melihat hukum dari aspek yuridis formal semata,
artinyateori tersebut mengabaikan hukum materiil yang di dalamnya terdapat cita hukum dalam konsep
keadilan dan pertimbangan moral. Karena hanya menekankan pada aspek yuridis formal, Teori Hukum
Murni sangat potensial menimbulkan permasal ahan kekuasaan berlebihan bagi organ pembuat dan/atau
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pel aksana hukum, dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman
dan/atau pembatasan |ebih rinci dalam penerapan norma hukum umum atau pembuatan norma hukum
kasuistis. Karena hukum dipisahkan dari moral, maka hukum sangat potensial mengesampingkan atau
melanggar kemanusiaan, dan agar hukum tidak melanggar kemanusiaan, hukum harus mengambil
pertimbangan dari aspek moral. Walaupun mengadung kelemahan, stufentheory dalam Teori Hukum Murni
juga membawa manfaat bagi bidang sistem tata hukum. Teori Hukum Murni juga merupakan suatu teori
negara hukum dalam suatu versi tersendiri, yang berupaya mencegah kekuasaan totaliter pada satu sisi dan
mencegah anarkisme murni pada sisi lain.



